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KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Tata Naskah
Dinas. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

1.

a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan perlu
dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah
dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan
perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50395);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010
tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI.
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Pasal 1
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
f meliputi:

a.

b.

warna dan kualitas kertas untuk naskah dinas berwarna putih

dengan kualitas baik;

warna dan kualitas kertas untuk pidato dan/atau sambutan menteri

warna putih tulang dengan kualitas baik.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Rektor IPDN menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat meliputi:
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Surat Biasa;
Surat Keterangan,;
Surat Perintah Tugas;
Surat Perintah;
Surat Izin;

Surat Perjanjian;
Surat Kuasa;
Surat Undangan;
Surat Panggilan;
Nota Dinas;
Lembar Disposisi;
Telaahan Staf;

. Pengumuman;

Laporan;

Rekomendasi;

Surat Pengantar;

Telegram /surat kawat/Radiogram;

Berita Acara;
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s. Piagam;dan
t. Sertifikat.
3. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

(1) Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala
Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai
Besar menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat meliputi:

a. Surat Biasa;

Surat Keterangan,;
Surat Perintah Tugas;
Surat Perintah;

Surat Izin;

Perjanjian;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;

5@ ™o a0 o

Surat Kuasa;

p—to

Surat Undangan;

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

o

Surat Panggilan;

p—

Nota Dinas;
. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
Lembar Disposisi;
Telaahan Staf;
Laporan;

Surat Pengantar;

T2 T 0 BB

Berita Acara;

Notulen;

& »

Memo;
Daftar Hadir; dan
v. Sertifikat.

(2) Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Dan Telekomunikasi,
selain menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat berupa kriptogram.

£
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(3)
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Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Unit Kerja eselon I, Kepala
Sekretariat Korpri, Kepala Pusat Diklat Regional dan Kepala Balai
Besar atas nama eselon I menandatangani naskah dinas meliputi:

a.
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Surat Biasa;

Surat Keterangan,;

Surat Perintah Tugas;

Surat Perintah;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;
Surat Undangan;

Surat Panggilan;

Nota Dinas;

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
Telaahan Staf;

Laporan;

Surat Pengantar;

. Telegram /Surat Kawat/Radiogram;

Berita Acara;
Notulen;

Daftar Hadir; dan
Sertifikat.

Inspektur dan Direktur menandatangani
bentuk dan susunan surat meliputi:

a.
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—.

Surat Biasa;

Surat Keterangan,;

Surat Perintah Tugas;

Surat Perintah;

Surat Izin;

Perjanjian;

Surat Perintah Perjalanan Dinas;
Surat Kuasa;

Surat Panggilan;

Nota Dinas;

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

naskah dinas dalam
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